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Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai fenomenaimplementasi birokrasi di Polres Kota
Sukabumi yang berkaitan dengan berbagai aspek struktur dan sosial organisasi, sehingga bermanfaat bagi
pengembangan ilmu kepolisian dan reforrnasi birokrasi Polri. Berbagal karakteristik organisasi birokratik
yang dikembangkan oleh Weber (1917), Robbin (1990), dan Pinchott (1993), dijadikan pola pikir untuk
mengungkap praktek-praktek birokrasi di Polres K ota Sukabumi dalam melaksanakan pemolisian. Corak
masyarakat yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pemolisian dan praktek birokras di Polres Kota
Sukabumi juga menjadi fokus yang dieksplorasi dalam penelitian ini.

Berbagail teori organisas modem dan post modern yang mengaitkan pengaruh lingkungan terhadap struktur
organjsasi, organisasi pembelgjar sebagai leverage peningkatan kualitas organisasi terutama menempatkan
peran dan kualitas SDM di dalam pel aksanaan tugas-tugas organisasi, menjadi landasan teoritik dan pola
pikir di dalam melihat fenomena birokrasi di Polres Kota Sukabumi. Berbagai paradigmateori organisas
terkini yang mengungkapkan pergeseran paradigmadari organisasi birokratik yang cenderung mekanistik
menuju organjsasi organik yang lebih merespons kompleksitas dan adaptif terhadap tuntutan lingkungan
organisas guna meningkatkan kualitas pelayanan, dijadikan kerangka bertikir di dalam menganalisis
fenomena clan praktek birokrasi di Polres Kota Sukabumi (Senge, 1990; Pinchot, 1993; Osbome & Plastrik,
1997; Choo, 1998; Maycunich, 2000, Pettinger, 2002).

Penelitian ini dilakukan di Polres Kota Sukabumi sebagai unit analisisnya. Pendekatan kualitatif yang lebih
berfokus pada kedalaman mengungkap dan mengeksplorasi berbagai fenomena dan praktek birokrasi di
Polres Kota Sukabumi menjadi bagian penting di dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, melalui teknik
pengamatan terlibat (complete participant observation) dan wawancara mendalam (indepth-interview)
kepada informan kunci, dengan mengandalkan peneliti sebagal instrumen penelitian diharapkan mampu
mengeksplorasi kedalaman data yang lebih komprehensif. Triangulasi dan pemaknaan (meaning) terhadap
fenornena temuan penelitian merupakan pendekatan yang dikedepankan di dalam melakukan analisis.

Pertama, penelitian ini menunjukkan bahwa organisasi Polres Kota Sukabumi lebih mencerminkan praktek
organisas birokrasi yang dicirikan dengan organisasi yang hirarkis mulai dari Mabes Polri pada tingkat
tertinggi (strategic apex) dan organisasi Polres sebagai organisasi terdepan atau KOD (operating core) dalam
melaksanakan tugas & #65279; pemolisian. Dalam implementasinya, organisasi yang hirarkistelah
menempatkan Kapolres sebagai pejabat dengan otoritas yang sentral sehingga pengambilan keputusan lebih
terpusat pada pimpinan puncak organisasi. Hal ini menimbulkan peran pimpinan tertinggi Polres sangat
dominan dalam melakukan pengambilan keputusan sehingga kurangnya ?del egation of authority" yang
diberikan kepada anggota organisasi dalarn rangka pengambilan keputusan. Praktek organisasi birokratik
yang demikian dapat mematahkan kreativitas, inisiatif dan inovasi anggota organjsasi dalam melakukan
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tugas-tugas pelayanan masyarakat. Diferensiasi vertikal dalam struktur hirarkis yang menempatkan posisi
Polwil diantara Polres dan Polda sebagai pengawas Polres, namun diberi tugas sebagai komando
Operasional, telah bertentangan dengan prinsip-prinsip pengorganisasian Polri yang dititikberatkan pada
pembagian daerah hukum yang serasi dengan administrasi pemerintahan di daerah dan perangkat sistem
peradilan pidana terpadu.

Kedua, penelitian menemukan bahwa spesialisasi tugas ke dalam fungsi-fungsi organisasi baik yang bersifat
vertical differentiation? dan ?horizontal differentiation? sebagai karakteristik organisasi birokratik
cenderung menimbulkan ego fungsiona antar unit organisasi sehingga sulit terciptanya eamwork?sebagai
bentuk paradigma baru dalam organisasi untuk mendukung efektifitas pel aksanaan tugas pemolisian.

Ketiga, dominasi |cepemimpinan sebagal akibat dari struktur organisasi hirarkis telah membentuk budaya
organisas yang lebih merefleksikan budaya militeristik, sehingga perilaku anggota sangat patuh dan
menunggu perintah atasan, berorientasi kepada senioritas, |ebih reaktif dan terbentuk untuk mel aksanakan
tugas secara rutin dan statis. Padahal, paradigma pemolisian menuntut perilaku anggota menyesuaikan
dengan perubahan rnasyarakat dan perkernbangan lingkungan organisasi yang dinamis.

Keempat, salah satu karakteristik organisasi birokrasi yang impersonal menjadi kurang sesuai dan cocok di
dalam melaksanakan tugas pmolisian khususnya didalam menciptakan keteraturan sosial dalam masyarakat
Sukabumi. Dengan demikian paradigma organisasi yang mengedepankan kpentingan masyarakat dalam
pemolisian melalui kemitraan, kolaborasi, bimbingan dan fasilitator dalam menyel esailkan masalah sosial,
merupakan esensi menciptakan organisasi pembelgjar (learning organization) di lingkungan Polres Kota
Sukabumi.

Kelima, penerapan mangemen SDM berbasis kompetens sebagal praktek birokrasi di Polres Sukaburni
masih belum tercermin secara nyata sebagai ?core value? organisasi sehingga perilaku anggota di
lingkungan Polres Sukabumi kurang berorientas kepada kinerja anggota tetapi lebih berorientasi kepada
tugas-tugas rutin yang didasari atas hubungan patron-klien di dalarn organisasi.

Keenam, konteks dan lokalitas masyarakat Sukabumi dan kebudayaannya, mempengaruhi corak birokrasi di
Polres Kota Sukabumi. Model birokrasi rasional oleh Weber yang impersonal dan otoritas yang legal tidak
dapat sepenuhnya diimplementasikan, khususnya pada masyarakat Sukabumi dalam menciptakan
keteraturan sosial dalam masyarakat. Secara khusus, masyarakat Sukabumi memiliki kebudayaan dominan
dan hukum yang hidup untuk memecahkan masalah sosial. Sehingga strategi pemolisian yang
mengedepankan fungs pre-eratif melalui bimbingan, kemitraan dan menjadi fasilitator dalam

menyel esaikan masalah-masalah sosial, lebih sesuai dan efektif dalam menciptakan keteraturan sosial pada
masyarakat Sukabumi.

<i>This study is aimed to explore the various phenomenain bureaucratic implementation in Sukabumi City
Police station related to various structural and social organizational aspects, to be beneficial for the
development of police science and INP bureaucracy reformation. Various characteristics of bureaucratic
organization developed by Weber (1917) and Pinchott (1993) is used as the framework to reveal



bureaucratic practices in Sukabumi city police station in conducting policing duties. The variety of society
influencing the implementation of policing duties and bureaucratic practices in Sukabumi city police station
also becomes the focus to be explored in this research.

Various modern and post modern organization pattern relating environmental influence on organization
structure, learning organization as the leverage to increase organization quality, mainly by putting the roles
and quality of Human Resources in the implementation of organizational tasks, have become the theoretical
and thinking pattem in seeing the bureaucratic phenomenain Sukabumi city police station. Various updated
organizational theory paradigm which reveals the shifting of paradigm from bureaucratic organization that
tends to be mechanistic to a more organic organization that responds better towards the complexity and
adaptive towards the demand of organizational environs to increase service quality, is made into thinking
pattem in analyzing phenomenon and bureaucratic practices in Sukabumi city police station (Senge, 1990;
Pinchot, 1993; Osbome & Plastrik, 1997; Choo, 1998; Maycunich, 2000, Pettinger, 2002).

This research is made with Sukabumi city police station as the analysis unit. The qualitative approach which
more focused in the in-depth revelation and exploration of various phenomenon and bureaucratic practices
in Sukabumi city police station becomes the important point of this research. Therefore, through complete
participant observation and in-depth interview to key informant, by relying on the researcher as research
instrument, it is expected that the research can explore the depth of data more comprehensively.
Triangulation and meaning on research Ending phenomenon in the approach promoted in conducting the
anaysis.

First, this research shows that the Sukabumi city police station organization reflect more on the a
bureaucratic organization practice characterized by hierarchical organization, starting with Police
Headqguarter as the highest level (strategic apex) and city police station as the frontline organization or
operating core in conducting policing duties.

In its implementation, this hierarchical organization has placed the head of city police as an oliicer with
cenl;ralistic authority, so that the decision making is more centralized on the highest |eader of the
organization. This created a very dominant highest leader of city police in making decision, so that there was
alack of ?delegation of authority? delegated to organizational membersin decision making. This kind of
bureaucratic organization practice can break creativity, initiative and innovation of organizational members
in conducting public services duties. Vertical differentiation in hierarchical structure which placed the
position of area police between city police and regional police as the overseer of city police, but with duties
as operational command has been contradictory to the INP organizing principles which emphasizes on
division of legal jurisdiction in line with regional govemment administration in the region and integrated
criminal justice system apparatus.

Second the research found that task specialization into organizational functions, both those with ertical
differentiation? and ?horizontal differentiation? in nature as characteristic of bureaucratic organization tend
to create functional ego among organization units so it is difficult to create a 2eamwork? as form of new
organizational paradigm to support effectiveness of policing duties implementation.



Third the domination of |eadership as aresult of hierarchical organizational structure has fomied
organizational culture that reflect more on militaristic culture, so that the behavior of the members are
obedient and subservient to the boss, oriented to seniority, more reactive and formed to conduct routine and
static duties. Whereas the policing paradigm demands a behavior of members that are adaptive to the
changes of society and development ofa more dynamic organization environs.

Fourth, one of the impersonal characteristics of bureaucratic organization becomes not suitable and relevant
in conducting policing duties, especially in creating social order in Sukabumi society. Thus, organizational
paradigm that promotes community interest in policing through partnership, collaboration, assistance and
facilitation in solving social problems, isthe essence in creating learning organization in the environments
of Sukabumi city police station.

Fifth, the competence based Human Resource management system as bureaucratic practice in the Sukabumi
city police station is not really reflected as the core value of organization so that the behavior of membersin
the Sukabumi city police station oriented less to the performance of members but it oriented more on the
routine tasks based on patron-client relationship in the organization.

Sixth, the context and locality of Sukabumi people and their culture influence the bureaucratic pattem in
Sukabumi city police station. The rational bureaucratic model by Weber, that isimpersonal and with legal
authority cannot be fully implemented, especially to the Sukabumi people in creating social order in the
community. Specifically, Sukabumi people have dominant culture and living law to solve socia problem.
Thus, policing strategy to promote pre-emptive function through assistance, partnership and facilitating in
solving social problems, is more suitable and effective in creating social order in Sukabumi community.</i>



